SALINAN

Menimbang :

Mengingat

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Daerah dengan
memanfaatkan ruang wilayah secara berdayaguna, berhasilguna,
serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan
keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;

bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan
antar sektor, daerah dan masyarakat, maka Rencana Tata Ruang
Wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang
dilaksanakan Pemerintah/Pemerintah Daerah, masyarakat,
dan/atau dunia usaha;

bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (5) Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, jangka waktu
rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah
Tingkat I adalah 10 tahun, sehingga Peraturan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat Il Surabaya Nomor 23 Tahun 1978
tentang Master Plan Surabaya 2000 perlu ditinjau kembali;

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional,
maka strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang
wilayah nasional perlu dijabarkan ke dalam Peraturan Daerah
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya;

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c,
dan huruf d, serta sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor
24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Surabaya.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur /
Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2
Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-
Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang ada diatasnya
(Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran
Negara No. 2324)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan
Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar
Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3470);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3501);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3689);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4247);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4377);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4444);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan

(Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3293);
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Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai
(Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3445);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang
Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3516);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang
Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara
Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran
Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3660);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385 );

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan
Kawasan Lindung;

Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2002 tentang Koordinasi
Penataan Ruang Nasional;

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang
Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum, dan Fasilitas
Sosial Perumahan Kepada Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1996 tentang
Pedoman Perubahan Pemanfaatan Lahan Perkotaan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang
Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Proses Perencanaan
Tata Ruang di Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 1998 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Daerah Tingkat | dan Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Il;

Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor

327/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata
Ruang Kawasan Perkotaan;
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Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 5 Tahun 2004
Tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di Sekitar
Bandar Udara Juanda — Surabaya;

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 1991
tentang Penetapan Kawasan Lindung di Propinsi Daerah Tingkat |
Jawa Timur;

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur;

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2004 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota
Surabaya Tahun 2004 Nomor 2/E);

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang
Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya

(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 2/E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA

Menetapkan :

dan
WALIKOTA SURABAYA

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KOTA SURABAYA

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

2.

Daerah adalah Kota Surabaya.

Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya .

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan,

dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia
dan mahluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta
memelihara kelangsungan hidupnya.
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Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang,
baik direncanakan maupun tidak.

Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan ruang.

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW
adalah rencana strategi pelaksanaan dan pemanfaatan ruang
wilayah Kota dengan arahan struktur dan pola pemanfaatan ruang
yang merupakan penjabaran rencana tata ruang wilayah Provinsi
Jawa Timur .

Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) adalah merupakan
penjabaran dari RTRW ke dalam rencana pemanfaatan ruang
kawasan dengan menetapkan blok-blok peruntukan pada kawasan
fungsional yang dimuat dalam peta rencana berskala 1:5000 atau
lebih.

Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK) adalah merupakan
penjabaran dari RDTRK berupa rencana geometrik pemanfaatan
ruang kawasan yang dimuat dalam peta rencana berskala 1:1000
atau lebih.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis darat,
laut dan udara beserta segenap unsur terkait padanya yang batas
dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau
fungsional.

Wilayah darat adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis
darat beserta segenap unsur terkait padanya, yang batasnya
ditetapkan sampai dengan garis pantai saat pasang tertinggi.

Wilayah Laut adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis
laut di luar ruang darat, beserta segenap unsur terkait padanya
yang batasnya ditetapkan sejauh 1/3 (sepertiga) dari wilayah
kewenangan Provinsi Jawa Timur.

Wilayah Udara adalah ruang diatas wilayah darat dan laut yang
batas ketinggiannya sejauh ketebalan lapisan atmosfir dengan
batas horizontal yang ditarik secara tegak lurus dari batas wilayah
darat dan laut kota.

Kawasan adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis
wilayah darat dan wilayah laut beserta segenap unsur terkait
padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek
fungsional serta memiliki ciri tertentu.
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